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ABSTRAK

Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati dan
ekosistem yang luar biasa. Salah satu keanekaragaman yang dimiliki Indonesia
adalah terdapatnya berbagai jenis satwa baik itu yang hidup di darat, air, maupun
udara. Berbagai macam jenis dan keindahan satwa itulah yang menjadi daya tarik
manusia untuk memelihara dan memiliki satwa tersebut. Padahal dalam ketentuan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut Undang-
undang Konservasi Hayati telah menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis satwa di
Indonesia, yakni yang satwa tidak dilindungi dan satwa yang dilindungi. Peran
penegak hukum khususnya Majelis Hakim sangat dibutuhkan dalam menegakkan
keadilan dan memutuskan perkara bagi pelaku yang melakukan kejahatan
konservasi sumber daya alam hayati khususnya satwa yang dilindungi. Berangkat
dari latar belakang inilah penyusun ingin mengetahui bagaimana pertimbangan
hakim dalam memutuskan suatu perkara bagi perdagangan satwa yang dilindungi
dalam hal ini adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan perkara
Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni
penelitian pustaka (Library Research) dengan mengelola data dari berbagai literatur
buku atau karya ilmiah dan mengklasifikasikannya sebagai sumber data. Penelitian
ini bersifat diskriptif-analitis dengan menyusun data yang diperoleh dalam putusan
kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada. Pendekatan yang digunakan
adalah yuridis-normatif yakni dengan melihat perundang-undangan dan
menekankan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
Penelitian ini di dukung dengan teknik pengumpulan data primer yang bersumber
dari kepustakaan, data sekunder, dan data tersier dengan teknik pengumpulan data
yang bersumber dari putusan Nomor, 75/Pid;Sus/2019/PN Btl (KSDA).

Dari hasil penelitian ini penyusun menilai bahwa pertimbangan hukum yang
dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara kejahatan konservasi
sumber daya alam hayati khususnya satwa yang dilindungi belum memenuhi rasa
keadilan karena tidak semua unsur pasal kumulatif tersebut terpenuhi. Akibatnya
hal tersebut berpengaruh pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa, karena
seharusnya terdakwa bisa diputus bebas dari segala dakwaan tetapi terdakwa
diputus dengan hukuman pidana dan denda. Legal reasoning yang digunakan
menunjukkan bahwa Majelis Hakim kurang menggali perkara tersebut dengan
logika hukum yang obyektif dengan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap
di persidangan.

Kata kunci: Satwa Yang Dilindungi, Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati, Pertimbangan Majelis Hakim.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya memiliki kedudukan
dan peranan penting bagi kehidupan manusia. Allah SWT telah
melimpahkan karunia berupa keanekaragaman makhluk hidup baik itu
manusia, hewan maupun tumbuhan. Ketiga makhluk hidup ini hidup secara
berdampingan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Untuk
dapat berjalan bersamaan diperlukan adanya keseimbangan dalam
pengelolaan dan pemanfaatan secara lestari, selaras dan seimbang baik
untuk masa kini maupun di masa yang akan datang. Hal ini selaras seperti
yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.!

Undang-undang Republik Indonesia/Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi_Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya
disebut Undang-undang Konservasi Hayati)?> menyebutkan pengertian
mengenai sumber daya alam hayati yakni merupakan unsur-unsur hayati

dari alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Undang-undang Konservasi Hayati, Pasal 44 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).



daya alam hewani (satwa) bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya
dan membentuk suatu ekosistem.® Sumber daya alam sendiri jika dibedakan
berdasarkan jenisnya ada dua yakni, sumber daya alam hayati/biotik dan
sumber daya alam non hayati/abiotik.

Indonesia  sebagai Megacenter of biodiversity* memiliki
keanearagaman jenis satwa liar dan tumbuhan yang cukup tinggi. Tercatat
Indonesia memiliki 300.000 spesies satwa atau 17% satwa di dunia atau
350.000 satwa.® Kekayaan jenis satwa yang dimiliki Indonesia antara lain
515 spesies mamalia, 1.539 spesies burung, 45% dari jumlah spesies ikan
di dunia ada di Indonesia, 16% spesies reptil dan 15% spesies serangga yang
ada di dunia juga terdapat di Indonesia.®

Kekayaan keanekaragaman Indonesia tersebut juga tidak lepas dari
daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Di tahun 2011 oleh
International Union for Conservation of Nature (IUCN) atau Uni
Internasional untuk Konservasi Alam mencatat ada 184 jenis mamalia, 119
jenis “burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amphibi. Jumlah total spesies

satwa Indonesia-yang terancam punah dengan kategori Kritis (critically

3 Pasal 1 ayat (1).

4 “Seperti yang dikatakan oleh Mac Kinnon pada tahun 1992 bahwa Indonesia dikenal
sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia dan menjadi pusat keanekaragaman
hayati dunia.” Okid Parama Astirin, “Permasalahan Pengeolaan Keanekaragaman Hayati di
Indonesia”, BIODIVERSITAS, Vol. 1, No. 1, Januari 2000, him. 36-40.

5 Data yang diperoleh dari Protection of Forest and Fauna (Profauna) Indonesia, 2007.

5 Nabila Alfalasifa dan Bainah Sari Dewi, “Konservasi Satwa Liar secara Ex-Situ di Taman
Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung,” Jurnal Sylva Lestari, Vol. 7 No. 1, Januari 2019, him. 72.



endangered) ada 69 spesies, kategori endangered ada 197 spesies dan
kategori rentan (vulnerable) ada 539 jenis. Penyebab dari punahnya satwa
di Indonesia setidaknya terdapat dua hal yakni, pertama adalah berkurang
dan rusaknya habitat yang dalam hal ini adalah fungsi dari hutan, yang
kedua adalah disebabkan karena perdagangan satwa langka.’

Indonesia membagi satwa liar kedalam dua golongan yaitu jenis
yang dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Undang-undang
Konservasi Hayati menjadi perlindungan bagi satwa yang dilindungi.
Begitupula dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999
tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai pelaksana dari
Undang-undang Konservasi Hayati yang mengatur mengenai pengawetan
dan pengelolaan tumbuhan, satwa dan habitatnya serta bagaimana
pengawasan dan pengendaliannya.®

Selanjutnya pembagian mengenai tumbuhan dan satwa yang
dilindungi tersebut juga telah ditentukan sesuai dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup /dan’ Kehutanan ' /Republik “Indonesia Nomor
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan. Menteri Lingkungan Hidup. dan Kehutanan Nomor
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan

Satwa yang Dilindungi yang di dalamnya juga melampirkan perubahan jenis

7 “Fakta tentang Satwa Liar Indonesia”, https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-
indonesia#. XkpnhErLflU diakses pada 17 Februari 2020 pukul 17.21 WIB.

8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3803).


https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XkpnhErLfIU
https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XkpnhErLfIU

tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan
sebaliknya, jenis-jenis tersebut ditetapkan setelah mendapatkan
pertimbangan dari Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) serta kondisi
populasi satwa di alam dan yang terdapat di masyarakat.®
Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Konservasi
Hayati menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang untuk: menangkap,
melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”*°
Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) menyatakan
bahwa:
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).t!
Selanjutnya, pasal diataslah yang kemudian diterapkan oleh
Penuntut Umum dalam dakwaan terhadap tindakan perdagangan satwa yang

dilindungi oleh hukum'yang dilakukan SUTRISNO Alias PAK TRIS Bin

SUNGKONO dalam perkara Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).

9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

10 Undang-undang Konservasi Hayati, Pasal 21 ayat (2).

11 Undang-undang Konservasi Hayati, Pasal 40 ayat (2).



Kemudian Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan
Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA) dengan amar putusan sebagai

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias PAK TRIS Bin
SUNGKONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki dan
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTRISNO Alias PAK
TRIS Bin SUNGKONO dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama 4 (empat) bulan.

Selanjutnya, dengan melihat dakwaan yang diberikan oleh Penuntut
Umum dan putusan Majelis Hakim tersebut di atas maka terdapat perbedaan
unsur pasal dalam dakwaan dan putusan yang diberikan oleh Majelis
Hakim. Amar putusan yang pertama menunjukkan bahwa Majelis Hakim
hanya dapat -membuktikan unsur “memiliki dan memperniagakan”,
sedangkan dalam dakwaan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang
Konservasi Hayati menyatakan bahwa unsur yang_seharusnya terpenuhi
adalah“unsur “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,
memelihara;” mengangkut, * dan* memperniagakan™. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak dapat membuktikan semua unsur
yang didakwakan, akan tetapi Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman

pidana dan denda terhadap terdakwa.

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka penyusun

melakukan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS



PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP KEJAHATAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 75/Pid.Sus/2019/PN

BTL (KSDA))”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,
maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan
Pengadilan Negeri Bantul Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA)?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang
hendak dicapai oleh peneliti,*? yang dalam hal ini penyusun memiliki
tujuan:
Untuk memahami perihal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
Putusan'Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).
2. Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan
penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah
dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai

berikut:

12 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul PRESS, 2010), him. 18.



a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam hal
pengembangan wawasan keilmuan khususnya llmu Hukum dalam
Hukum Pidana, terutama terkait dasar pertimbangan hakim dalam
memutus suatu perkara kejahatan konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah
wawasan keilmuan, khususnya bagi penyusun, dan para pembaca
pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun
bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan
dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara kejahatan
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan sumber inspirasi bagi penyusun dalam
merumuskan permasalahan dalam penelitiannya. Selain itu, telaah pustaka
juga mempunyai-hubungan langsung dengan tujuan penelitian serta metode
yang nantinya akan digunakan. Tujuan dari menelaah pustaka adalah untuk
memperdalam masalah yang akan diteliti dengan membangun teori serta
konsep dan menegaskan teori-teori yang telah didapatkan serta mencegah

terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama.*3

13 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum (Bandung: Penerbit CV Mandar
Maju, 2008), him. 101.



Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini,
maka dilakukan review dari penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan
kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Rini Mirza
dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Ilegal
Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Register
No. 2.641/Pid.B/2006/PN.Medan dan Register
No.2.642/Pid.B/2006/PN.Medan).” Persamaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya adalah sama melihat dari studi putusan oleh hakim.
Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya yakni permasalahan yang menjadi bahasan utama skripsi
tersebut mengenai bentuk pengaturan tindak pidana perdagangan illegal
terhadap satwa yang dilindungi dan bentuk penegakan hukumnya terhadap
kasus dalam putusan tersebut. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun ingin
mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam memutus kasus
tersebut, 4

Skripsi yang ditulis oleh Tri Rahayu dengan judul “Perlindungan
Hukum terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue
Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)”. Persamaan antara penelitian
ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bahasan mengenai Undang-

undang Konservasi Hayati. Akan tetapi perbedaannya yakni permasalahan

14 Rini Mirza, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang

Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Register No. 2.642/Pid.B/2006/PN.Medan)”,
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2018).



yang menjadi bahasan utama skripsi tersebut mengenai bentuk perlindungan
hukum terhadap satwa liar menurut Undang-undang Konservasi Hayati dan
bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan di Wildlife
Rescue Centre, Pengasih, Kulon Progo.®®

Skripsi yang ditulis oleh Nabilah Syahni yang berjudul “Penegakan
Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Wilayah Hukum
Pengadian Negeri Sleman)”.  Skripsi tersebut membahas mengenai
penyebab atau alasan bahwa perkara penyelundupan satwa yang dilindungi
saat ditangani oleh BKSDA banyak yang tidak diproses di pengadilan serta
penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa
Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, dan
Pengadilan Negeri Sleman terhadap perkara yang diatur dalam Pasal 21
ayat (2) Undang-undang Konservasi Hayati.'®

Skripsi-yang ditulis oleh ‘Sulistye’ Budi- Prabowo yang berjudul
“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang

Dilindungi di ‘Yogyakarta.” Skripsi tersebut membahas mengenai

5 Tri Rahayu, “Perlindungan Hukum terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada
Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta (2015).

6 Nabilah Syahni, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Satwa yang
Dilindungi Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Wilayah Hukum Pengadian
Negeri Sleman)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).
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pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa
yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kesesuaiannya
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.*’

Karya ilmiah yang ditulis oleh Yonggi Oktavianus dengan judul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor
1.513/PID.B/2014/PN.MDN tentang Tindak Pidana Perdagangan llegal
Satwa Liar Yang Dilindungi Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan”. Tulisan
ini membahas mengenai apakah putusan hakim dan jaksa dalam perkara
tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan alasan bagi jaksa dalam
melakukan upaya hukum bagi tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar
yang dilindungi.®

Karya ilmiah yang ditulis oleh Okid Parama Astirin dengan judul
“Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia”. Tulisan
membahas mengenai permasalaan-permasalahan yang dihadapi Indonesia
dalam melakukan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
untuks, pembangunan nasional, baikitu 'yangmelibatkan pemerintah,
pengusaha, masyarakat, dan lain-lain.*®

E. Kerangka Teoritik

17 Sulistyo Budi Prabowo, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa
yang Dilindungi di Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2018).

18 Yonggi Oktavianus, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor
1.513/PID.B/2014/PN.MDN tentang Tindak Pidana Perdagangan lllegal Satwa Liar Yang
Dilindungi Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan”, JOM Fakultas Hukum, Vol. I, No. 1, Februari
2015.

19 Okid Parama Astirin, “Permasalahan Pengeolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia”,
BIODIVERSITAS, Vol. 1, No. 1, Januari 2000, him. 36-40.
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1. Teori Sistem Hukum (Legal System)

Penegakan hukum idealnya harus dilakukan dengan suatu
pendekatan sistem hukum (legal system). Sudikno Mertokusumo dalam
bukunya mengartikan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang
terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu dengan yang
lainnya.?® Lawrence M. Friedman mengungkapkan secara lebih rinci
dalam tiga pembagian sistem hukum, yaitu

a. Sistem Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum meliputi materi hukum yang dituangkan di

dalam peraturan perundang-undangan. Materi ini harus berupa

sesuatu yang bertuujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat
diterapkan di masyarakat.
b. Sistem Struktur Hukum (Legal Structure)
Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana
hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparat penegak
hukum). Peran” dari struktur hukum iniakan berpengaruh
terhadap ~ budaya ~hukum. = Struktur. ~hukum  yang
menyalahgunakan hukum  akan melahirkan budaya yang
menyimpang dari hukum yang ada. Sehingga berjalannya
struktur hukum ini sangat bergantung pada aparatur penegak

hukum.

2 Luthfi Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif”, Jurnal
Yuridis, VVol. 4, No. 2, Desember 2017, him. 148-163.
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c. Sistem Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum yakni menyangkut perilaku (hukum)
masyarakat yakni profesionalisme para penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya dan tentunya kesadaran masyarakat
dalam menaati hukum itu sendiri. Perilaku inilah yang
menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau
bahkan disalahgunakan. Warna dari budaya hukum ini sangat
terpengaruh dari struktur hukum. Struktur hukum yang tidak
mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan
ketidakpatuhan (disobedience) terhadap hukum.?

Ketiga wunsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan
penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), satu dengan yang
lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan dari penegakan itu
sendiri yakni keadilan.

Teori keadilan yang dituju tersebut diperkuat dalam Morality of
Law yang ditulis oleh Lon L. Fuller. Setidaknya terdapat delapan asas
yang harus dipenuhi oleh hukum, apabila tidak terpenuhi maka otomatis
gagal disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat
kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan,

tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal
tertentu;

2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

2L Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American
Law an Introduction, 2™ Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), him. 6-8.
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4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

6) Tidak boleh menuntut tindakan yang melebihi apa yang bisa
dilakukan;

7) Tidak boleh sering diubah-ubah;

8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan
sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dapat dikatakan bahwa
kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan,
tidak menimbulkan multi tafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan
dapat dilaksanakan. Hukum harus terbuka dengan masyarakat sehingga
siapapun dapat memahami makna dari ketentuan hukum tersebut dan
mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai
dengan budaya masyarakat yang ada.??

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan, pada umumnya dikelompokkan kembali
dalam tiga golongan, yakni teori absolut atau teori pembalasan
(vergeldings theorien), teori relative atau teori tujuan (doel theorien),
dan teori gabungan (vereningings theorien).?

a. Teori-Absolut atau Teori Pembalasan
Menurut teori ini pidana dijatuhan karena orang tersebut

melakukan kejahatan. Johanes Andenaes mengemukakan

bahwa tujuan primer adanya teori ini adalah untuk memuaskan

22 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang: Pustaka Magister,
2014), him. 74.

23 Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal llmu Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Jambi, him. 67.
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tuntutan keadilan bukan pada tujuan atau kebaikan lainnya.?
Setiap orang harus menerima ganjaran karena perbuatannya dan
balas dendam tetap ada pada masyarakat. Oleh karena itu teori
ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini Andi Hamzah
mengemukakan bahwa teori pembalasan tidaklah bertujuan
praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana secara mutlak ada
karena adanya suatu kejahatan dan tidaklah perlu memikirkan
manfaat dari penjatuhan pidana.?® Apabila manfaat penjatuhan
pidana ini tidak dipikirkan sebagaimana yang dikemukakan oleh
penganut teori pembalasan tersebut dengan berpegang pada
“pidana ‘untuk pidana”, maka hal tersebut dapat
mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan atau dengan kata
lain bahwa teori Ini tidak memikirkan bagaimana membina
pelaku. Teori absolut atau teori pembalasan ini masih dibagi lagi
menjady, dua yakni pembalasan subyektif yaitu pembalasan
terhadap kesalahan pelaku dan pembalasan- objektif yaitu
pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia

luar.28

2 Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1992),

him 11.

% Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramita,

1993), him. 26.

% Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rinneka Cipta. 1994), him. 31.
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b. Teori Relatif atau Teori Tujuan
Teori relatif atau teori tujuan disaebut juga teori
utilitarian sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis
besarnya, tujuan pidana dari teori ini bukan sekedar untuk
pembalasan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koeswadji
bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yakni:

1) Mempertahankan ketertiban masyarakat (dehanhaving
van de maatschappelijke orde);

2) Memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat akibat
adanya kejahatan (het herstel van het doer de misdaad
anstane maatschappelijke nadeel);

3) Memperbaiki si penjahat (verbetering vande daer);

4) Membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de
misdadinger); dan

5).Mencegah kejahatan - (tervoorkonning van de
misdaad).?’

Dengan demikian, tujuan pidana menurut teori relatif
ini untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak

terganggu, atau dengan kata lain yakni pidana yang dijatuhkan

27 Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan
Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), him. 12.
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kepada pelaku bukanlah untuk membalas kejahatannya

melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan
Teori ini mengartikan bahwa tujuan pidana selain
untuk membalas kesalahan dari pelaku juga dimaksudkan
untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.
Teori ini menggunakan gabungan dari teori absolut dan teori
relatif sebagai dasar pemidanaan. Hanya saja dalam teori ini
juga terdapat kelemahan, yaitu menimbulkan ketidakadilan
karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan
bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak
harus dilaksanakan oleh negara, selain itu pelaku dengan
tindak pidana ringan juga dapat dijatuhi hukuman yang berat.?®
Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara
unsur pembalasan = dengan tujuan memperbaiki pelaku
kejahatan. Meskipun dengan menekan kekurangan dari teori
pembalasan.
3. TeoriLegal/Reasoning

Legal Reasoning adalah prinsip yang digunakan oleh hakim
dalam mengkaji, menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi

hukum dengan tepat.

2 1bid., him. 11.
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Seperti dalam pandangan Golding yang menyatakan bahwa
Legal Reasoning dapat digunakan dalam dua arti, yakni dalam arti luas
dan arti sempit. Arti luas yakni Legal Reasoning yang berkaitan dengan
proses psikologi yang dilakukan oleh hakim untuk sampai pada putusan
atau kasus yang dihadapinya. Sedangkan dalam arti sempit, Legal
Reasoning dikaitkan dengan argumentasi yang melandasi adanya suatu
keputusan. Artinya Legal Reasoning menyangkut adanya kajian logika
dari suatu putusan tersebut, yaitu hubungan antara reason
(pertimbangan, alasan) dan putusan serta ketepatan atau pertimbangan
yang mendukung putusan tersebut.?°

Berbeda dengan Bernard Arief Sidharta yang menyatakan
bahwa Legal Reasoning atau penalaran hukum adalah kegiatan berpikir
problematis dari subyek hukum (manusia) dalam posisinya sebagai
makhluk individu dan sosial dalam lingkaran budayanya. Meskipun
demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang
terbuka yang tanpa batas, tetapi ada tuntutan bagi penalaran hukum
untuk = menjamin stabilitas dan prediktabilitas putusannya dengan
mengacu dari sistem hukum positif. Argumentasi yang dilakukan pun
harus mengikuti dari asas penataan ini, sehingga putusan-putusan
tersebut relatif terjaga dan konsisten sesuai dengan asas Similia

Similibus.%°

29 Martin P. Golding, Legal Reasoning (New York: Alfred A.Knoff Inc., 1984), him. 1.

30 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian
tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan
llmu Hukum Nasional Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2000), him. 164.
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F. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk
mempelajari  satu atau beberapa gejala hukum dengan cara
menganalisisnya.®! Agar tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian
tersebut, maka penyusun mengunakan metode penelitian:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif yakni penelitian pustaka (Library Research)
yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur kemudian
menuliskan dan mengklasifikasikan untuk kemudian dijadikan sebagai
sumber data.®
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu suatu penelitian
yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian
dianalisis dan diintepretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil
suatu kesimpulan berdasarkan-data-data yang diperoleh dalam putusan
Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA) untuk kemudian dianalisis
menggunakan teori yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

31 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 1990), him. 1.

32 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 133.
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Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif.
Pendekatan ini digunakan untuk mendekati masalah yang dikaji dengan
menggunakan dasar perundang-undangan yang masih berlaku, yakni
Undang-undang Konservasi Hayati. Pendekatan ini menekanan
terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana
konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yakni dalam putusan
Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).

4. Sumber Pengumpulan Data
a. Data Primer
Sumber data yang bersumber dari rujukan kepustakaan baik
itu berupa buku, artikel, tulisan ilmiah, perundang-undangan atau
bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
b. Data Sekunder
Sumber data ini seperti kamus, ensiklopedia, website, dan
sebagainya.
c. DataTersier
Sumber data ini merupakan sumber data pendukung yakni
dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan.
5. Teknik Pengumpulan Data
Penyusun akan melakukan pengumpulan data yang diperoleh

melalui catatan-catatan, transkrip, buku-buku maupun dokumen-



20

dokumen penting hasil putusan Hakim Pengadilan Negeri Bantul
dengan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).
6. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginpretasikan data-data yang
ada kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya analisis tersebut
menunjukkan data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan
sifat yang berlaku di masyarakat. Tujuannya untuk memahami sifat-
sifat atau gejala yang benar-benar berlaku. Menggunakan metode
induktif, yaitu dari data yang sifatnya khusus atau dari peristiwa
konkrit, kemudian digeneralisasi sehingga menghasilkan kesimpulan
umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman serta memperoleh penyajian
yang terarah dan sistematis, maka penyusun membagi pembahasan dalam
lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan-kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan
sebagai gambaran umum dari penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum bentuk konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya terhadap satwa yang dilindungi, jenis-
jenis satwa yang dilindungi, hak-hak satwa yang dilindungi, dasar hukum

dan perlindungan satwa yang dilindungi.
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Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum terjadinya tindak pidana
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam Putusan
Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).

Bab keempat, berisi tentang analisis mengenai tindak pidana
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam Putusan
Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA) dan dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang memuat tentang
kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan pokok masalah yang

diangkat dalam penelitian dan ditutup dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumya dan
menganalisa pembahasan di atas maka penyusun mengambil kesimpulan
sebagai berikut:

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam
menjatuhkan putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA) dipandang
belum bisa melaksanakan tujuan dari struktur hukum, hal ini dikarenakan
pertimbangan Majelis Hakim yang kurang cermat dan kurang tepat dalam
menentukan unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, sehingga
tidak semua unsur tersebut terpenuhi. Ketidaktepatan Majelis Hakim dalam
menentukan pertimbangan bahwa Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang
Konservasi Hayati dengan mengatakan bahwa pasal tersebut adalah unsur
alternatif adalah tidak tepat karena menyebabkan Majelis Hakim tidak
membuktikan semua unsur yang didakwakan terhadap: terdakwa. Padahal
menurut logika hukum unsur pasal tersebut merupakan unsur kumulatif
yang ditunjukkan dengan kata penghubung “dan” sehingga mengharuskan
pembuktian setiap unsur harus terbukti semua. Tentu saja hal ini juga
berpengaruh terhadap kualitas pemidanaan yang dijatuhkan kepada
terdakwa, oleh karenanya apabila unsur tersebut tidak semua terpenuhi

maka terdakwa seharusnya tidak bisa dijatuhi pidana. Padahal telah jelas
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perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat merugikan keanekaragaman

hayati satwa yang dilindungi.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran sebagai

berikut:

1. Majelis Hakim yang menangani tindak pidana kejahatan konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di masa yang akan datang
diharapkan mampu untuk lebih memberikan pertimbangan hukum dan
legal reasoning secara tepat yang disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang ada.

2. Pembentuk Undang-undang Konservasi Hayati hendaknya lebih
memperhatikan dalam hal penegakan keadilan baik bagi bagi
keselamatan satwa maupun ketertiban masyarakat itu sendiri. Selain itu
adanya harapan terkait perubahan dalam Undang-undang Konservasi
Hayati yang menimbulkan multi tafsir, misalnya saja pada penempatan
ancaman pidana. dan .model pola pengancaman yang berbeda dari
KUHP.

3. Seluruh masyarakat dan pemerintah terkait untuk memiliki kesadaran
kolektif pentingnya menjaga satwa-satwa yang dilindungi dengan

melakukan sosialisasi atau kampanye menyayangi satwa.
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Peserta Kompetisi Debat Mahasiswa se-UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Pementasan Studi Pentas Naskah “Titik-Titik Hitam”
Teater ESKA

Perform Art Ulang Tahun Teater ESKA ke-37 “Mola
Kalijaga”

Pementasan Naskah “GAME” Omah Teater Jogja di
Gelanggang Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Pementasan Naskah “GAME” Omah Teater Jogja di
Universitas  Trunojoyo Madura Temu Teater
Mahasiswa Nusantara ke-XV

Juara 2 Law Expo Pekan Hukum 2018 Pusat Studi dan
Konsultasi Hukum

Dramatic Reading Festival Forum Aktor Yogyakarta
Naskah “Homesick’ di IFI Yogyakarta

Pementasan Tiga Bayangan Naskah “Pelajaran Bab
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Yogyakarta

Pementasan Naskah “Adam Ma’rifat” di Pojok Beteng
Kulon Yogyakarta

Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat
Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakkir V111
Presenter In The International Colloquium (Students
Presentation Exchange)

Pentas Produksi ke-XXXIV Teater ESKA Naskah
“Panjer Ing Penjuru” di Yogyakarta dan Surabaya
Juara 3 dan Berkas Terbaik Kompetisi Peradilan Semu
Tata Usaha Negara E-Litigation (National Moot Court
Competition) PERADI
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